ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Rinaldo
NIM + 222013 355

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
. 2017



ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menfperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Rinaldo
NIM :222013 355

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017




PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama  :Rinaldo

Nim : 222013355

Jurusan : Akuntansi
Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan
tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila
dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup

menerima saksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, Febrpari 2017

TERAI hagd Penulis

® 0 02AEF404262433)L
g - BQ;@ Rinald
0

i



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah

Palembang
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Penerimaan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota
Palembang

Nama : Rinaldo

Nim : 222013355

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,  Maret 2017

Pembimbing,

Al ,;l@ﬁ:ﬂ{ogram Studi Akuntansi

~ AV 4 ™

NIDN/NBM : 0216106902/944806

iii



MOTTO:

» Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena
dengan Pendidikan mampu mengubah dunia. (Nelson Mandela)

» Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah (Thomas Alfa
Edison)

» Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan
amarah ombak dan gelombang itu. (Marcus Aurelius)

» Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan
yang teguh. (Andrew Jackson)

» Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi

bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius)
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ABSTRAK

Rinaldo/ 222013355/ 2017/ Analisis Pengelolaan Penerimaan Bea Peiolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPH I'B) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Pulembang,

Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengelolaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Palembang. Penelitian i
bertujuan untuk mengetahui pengelolaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Palembang Penelitian ini
bermanfaat bagi penulis. bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan bagi almamater.
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang, tahap-tahap yang dilakukan dalam suatu penerimaan BPHTB
dengan indikator pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan. penelitian SSPD,
pengurangan, penagihan, pembavaran, dan pelaporan BPHTB. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data vang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menguraikan
permasalahan yang ada dan mencari informasi-informasi tentang pengelolaan penerimaan BPHTB.
[lasil analisis dapat disimpulkan dalam penerimaan BPHTB kurang optimal wajib pajak menilai
sendiri BPHTBnya berdasarkan NJOP. Perlunya DISPENDA meningkatkan penelitian dan
pemeriksaan lapangan pada nilai jual objek pajak pada SSPD BPHTB vang diterima di Kota
Palembang dan penagihan pada wajib pajak yang belum membayar atau kurang bayar, agar
penerimaan BPHTB yang diterima dapat optimal.

Kata kunci: Pengelolan penerimaan, BPHTB, Pajak Daerah.
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ABSTRACT

Rinaldo s 222013355/2017 / An Analysis of Customs Revenue Management of Land and
Building (BPHTB) in Increasing Local Tax Revenue Palembang.

This reserach is formulated on how the reception management fees on land and building (BPHTB)
in increasing local tax revenue Palembang. This research is aimed at determining the admission
management fees on land and buildings (BPHTB) in increasing local tax revenue Palembang. The
type of this research was a descriptive research. The research location was at the Regional
Revenue Office of Palembang, the stages were carried out in a BPHTB with the maintenance of
indicator deed of transfer of land and buildings, research SSPD, subtraction, billing, payment, and
reporting BPHTB. The data source was secondary data. To collect the data, the researcher used
interviews and documentation. This research was a qualitative analysis. The analysis of the
research was describing the problems that exist and information in line with the reception
management fees on land and buildings (BPHTB) in increasing local tax revenue Palembang. The
results of the analysis can be concluded that there was less optimal BPHTB taxpayers assess their
own BPHTB based NJOP. DISPENDA necessity of enhancing the research and field testing
taxable value on SSPD BPHTB received in Palembang and billing the taxpayers who had not paid
or underpayments. In other words, BPHTB received optimal tax revenue.

Key words: Reception Management, BPHTB, Local Taxes.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan merupakan
daerah yang sudah sangat baik dalam perkembangan yang disertai pembangunan
yang semakin meningkat menjadikan kota Palembang menjadi daerah yang sangat
maju. Hal ini yang dapat menjadi daya tarik masyarakat daerah lain ingin
bertempat tinggal di kota Palembang. Semakin meningkatnya transaksi Perolehan
Hak atas tanah dan Bangunan maka akan dikenakan Pajak sebagai Pendapatan
Pajak Daerah. Dengan perkembangan kota Palembang maka pemerintah sebagai
ujung tombak pelayanan masyarakat perlu melaksanakan penerimaan dan
pemungutan Pendapatan Daerah yang sebagai untuk membiayai pembangunan
suatu daerah. Setiap pendapatan yang diperoleh sebagai pendapatan pajak daerah
termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk
pembangunan daerah. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-

sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Pajak Daerah mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah




satu sumber penerimaan daerah dalam pembangunan di suatu daerah. Hal ini agar
pemerintah meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan
pajak daerah dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi
dan mengurangi APBN. Dengan semakin banyaknya dan bertambahnya transaksi
atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang di ada di Kota Palembang maka
akan menambah penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di

Kota Palembang.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (belanja rutin) dan digunakan
untuk membiayai belanja pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah terus
berusaha melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam pemungutan
pajak.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
mengatur terkait dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, serta
keleluasaan penetapan tarif pajak. Adapun salah satu pajak pusat yang dialihkan
ke daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan(BPHTB). Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 menentukan
bahwa pajak provinsi terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama
kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air
permukaan, dan Pajak rokok. Sementara itu, Pajak yang termasuk dalam Pajak
Kabupaten / Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak

reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak




parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Adapun hal positif dengan adanya pengalihan pajak penerimaan BPHTB
yang awalnya menjadi pajak pusat yang mana pemerintah daerah hanya menerima
bagi hasil pajak, saat ini hasil dari penerimaan BPHTB sepenuhnya diterima oleh
pemerintah kabupaten atau kota. Hal tersebut menguntungkan bagi pemerintah
daerah kota dan kabupaten yang pertumbuhan usaha propertinya tinggi, salah

satunya Kota Palembang,

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk
mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Meningkatnya
penerimaan pendapatan pajak daerah akan memberikan kontribusi yang besar
untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut
dikarenakan hasil pendapatan pajak daerah yang besar akan menambah jumlah
APBD disisi pendapatan daerah. maka sangatlah penting bagi suatu daerah untuk
meningkatkan penerimaan pajak daecrahnya dan menganalisis faktor-faktor apa
saja yang meningkatkan pendapatan pajak Daerahnya.

Priantara (2012: 535) menjelaskan pajak daerah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber pendapatan daerah pemerintah Kota Palembang yang
memiliki penerimaan yang cukup tinggi untuk meningkatkan pendapatan pajak

daerah adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan hal ini



berdasarkan hasil seluruh penerimaan pajak daerah pada kota Palembang yang
dilihat dari data tahun-tahun sebelumnya. Keragaman transaksi yang dikcnakan
pemungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan pada sektor
pemindahan hak atas tanah dan bangunan, pemberian hak baru dan hak atas tanah
di kota Palembang dan akan meningkatkan penerimaan pajak bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial untuk

meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Palembang.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam
meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah
yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif
masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu usaha
untuk meningkatkankemampuandalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah
daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi
yang ada dimasing-masing daerah melalui penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebagai pendapatan pajak daerah yang sangat

berpotensi cukup tinggi di Kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang BPHTB atau
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang

perseorangan pribadi atau badan.



Rismawati (2015: 420) menjelaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah
hak atas tanah, termasuk hak pengelolahan, beserta bangunan diatasnya. Adapun
yang di jadikan sebagai Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan bangunan, yang dikenakan kewajiban membayar
BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak.
Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar
pengenaan BPHTB tarifnya ditetapkan paling tinggi 5%. Beberapa kota besar di
Indonesia menetapkan besaran tarif 5% atas BPHTB demikian juga di Kota
Palembang. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 01 Tahun
2011 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%.

Mardiasmo (2016:416) menjelaskan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling rendah
Rp.60.000.000,00 kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah
wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak ditetapkan secara regional paling rendah Rp.300.000.000,00 besarnya
NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun penelitian mengenai suatu pengelolaan penerimaan dari bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan ini dengan penelitian sebelumnya yang




digunakan sebagai dasar kajian pembanding dalam penelitian ini yaitu:Tiara
(2014) dengan dilakukannya penelitian pada pengelolaan Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota kediri. Menunjukan bahwa pengelolaan
pajak bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan baik diperlukan dalam
meningkatkan Pendapatan Daerah agar penerimaan sesuai dengan objek pajak.
Desi (2016) bahwa bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang baik maka
penerimaan pajak didalam suatu daerah dapat secara optimal. Sedangkan Aesen
(2015) dari hasil penelitian lemahnya pada salah prosedur peneriman BPHTB
yaitu pada prosedur pembayaran, perlunya pengelolaan BPHTB yang baik agar

penerimaan dapat meningkat.

Pada penerimaan dan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan pemerintah Kota Palembang agar lebih menjalankan program-program
kegiatannya sebaik mungkin agar dapat optimal. Pemerintah Kota Palembang
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan secara efektif agar dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak
daerah di Kota Palembang, sehingga dapat mendorong dan membantu pemerintah
Kota Palembang untuk memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini
pemerintah Kota Palembang sebagai pelaksana pemerintah di daerah diharapkan
secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah

yang salah satunya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Palembang memiliki penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya hal ini



mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Berikut dafiar penerimaan pajak bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan kota palembang dari tahun 2012-2016.

Berikut ini adalah daftar Tingkat Realisasi Penerimaan BPHTB di Kota

Palembang tahun 2012-2016.

Tabel L1
Tingkat Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Palembang Tahun 2012-2016
Tahun Target (Rp) Realisasi
2012 68.000.000.000 98.933.258.455
2013 80.549.840.000 80.867.194.759
2014 86.000.000.000 132.727.606.144
2015 116.269.000.000 92.038.580.407
2016 90.000.000.000 92.405.857.197

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2017
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pada BPHTB kota
Palembang dari tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan dan terjadi
penurunan dari target yang telah ditentukan.
Berikut ini adalah daftar Tingkat Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) Penerimaan BPHTB di kota Palembang tahun 2012-2016.
Tabel 1.2

Tingkat Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah Penerimaan BPHTB di Kota
Palembang Tahun 2012 -2016

Tahun Jumlah SSPD
2012 7.416
2013 a.917
2014 8.260
2015 8.804
2016 10.532

Sumber : DISPENDA Kota Palembang, 2017




Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Tingkat Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) penerimaan pada BPHTD kota Palembang dari tahun 2012-2016
selalu mengalami peningkatan dan hanya terjadi penurunan pada tahun 2013.
Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya terdapat dua kenyataan,
pada satu sisi menunjukan bahwa jumlah SSPD penerimaan BPHTB selalu
meningkat tetapi pada sisi lain realisasi penerimaan BPHTB tidak mengalami
peningkatan atau tidak jauh melebihi target yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, sangat menarik bagi
penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan
Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam

Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas,
masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pengelolaan penerimaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan pajak

daerah Kota Palembang ?
. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan penerimaan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan pajak dacrah Kota

Palembang.



D, Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat scbagai

berikut :

1. Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah informasi dan manfaat yang besar dalam
pemahaman terhadap penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan di Kota Palembang

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Palembang agar lebih
memfokuskan penerimaan pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Palembang

3. Bagi Almamater
Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk pengetahuan bagi pihak-
pihak yang membutuhkan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan di

dalam menyusun rencana selanjutnya.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tiara (2014), dengan judul Dinamika Pengelolaan BPHTB setelah dialihkan
menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kota Kediri di Provinsi Jawa Timur).
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan pajak bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan sebagai pajak daerah. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan
sekunder maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan
dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Metode
yang digunakan yaitu observasi dan penyimpulan. Hasil penelitian adalah
menunjukan bahwa Kota Kediri cukup siap dalam menghadapi pengalihan
BPHTB menjadi pajak daerah, kerja sama antara pemerintah daerah sudah dijalan
dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait. Persamaannya pada penelitian ini
adalah membahas pengelolaan pajak BPHTB sebagai mewujudkan pendapatan
daerah yang optimal. Perbedaannya pada penelitian ini adalah dilakukan pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

Desi (2016), dengan judul Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak
Hotel bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten
Sumenep. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan

dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder maka teknik pengumpulan data

10



11

dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini kualitatif. Metode teknik analisis yaitu dengan cara
menghubungkan teori kenyataan yang ada, data yang dikumpulkan kemudian
dianalisis dengan praktik prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten
Sumenep. Hasil penelitian adalah menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan
pajak hotel di Kabupaten Sumenep masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya
manusia, masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel dan
rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Aesen (2015), dengan judul Evaluasi Pemungutan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan BPHTB. Data yang
digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder maka teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Metode teknik
analisis yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan tentang objek yang diteliti
dan mengetahui pelaksanaan pemungutan BPHTB serta menguraikan data-data
yang diperoleh. Hasil penelitian adalah dari segi pemungutan BPHTB cukup baik
karena ada satu prosedur yang tidak sesuai yaitu prosedur pembayaran.
Persamaannya pada penelitian ini adalah membahas proses penerimaan pajak
BPHTB sebagai untuk memperoleh pendapatan pajak BPHTB yang optimal untuk
meningkatan pendapatan asli daerah. Perbedaannya pada penelitian ini adalah
dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Halmahera Utara.
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Dalam hal ini penelitian sebelumnya berguna sebagai bahan untuk
membantu dan pembanding bagi penulis dalam proses akan melakukan
penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki

persamaan dan perbedaan digunakan untuk membantu proses penyusunan

penelitian ini pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel IL1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No. { Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

1. | Dinamika membahas tentang Sedangkan penelitian
Pengelolaan BPHTB | cara pengelolaan pajak | ini dilakukan pada
setelah dialihkan bea perolehan hak atas | Dinas Pendapatan,
menjadi Pajak tanah dan bangunan Pengelolaaan
Daerah (Studi Kasus | sebagai pendapatan Keuangan dan Aset
pada Kota Kediri di | pajak daerah agar Kota Kediri.

Provinsi Jawa penerimaan dapat
Timur), Tiara 2014 diterima secara
optimal.

2. | Analisis Prosedur Penelitian ini adalah Sedangkan penelitian
Pemungutan membahas tentang ini adalah pada Pajak
Penerimaan Pajak prosedur pemungutan | Hotel dan dilakukan
Hotel bagi penerimaan pajak hotel | Dinas Pengelolaan
Pendapatan Asli sebagai pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten dacrah. Kabupaten Sumenep.
Sumenep, Desi 2016

3. | Evaluasi Pemungutan | Penelitian ini Sedangkan penelitian
bea perolehan hak membahas proses ini dilakukan Dinas
atas tanah dan penerimaan pajak bea | Pendapatan,
bangunan (BPHTB) | perolehan hak atas Pengelolaan
di Dinas Pendapatan, | tanah dan bangunan Keuangan dan Aset
Pengelolaan dalam meningkatkan Daerah Kabupaten
Keuangan dan Aset | Pendapatan Asli Halmahera Utara.
Daerah (DPPKAD) Daerah
Kabupaten
Halmahera Utara,

Aesen Wenny 2015

Sumber : Penulis, 2017
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B. Landasan Teori

1). Pengertian Pajak
Waluyo (2013: 2) menjclaskan pengertian pajak yaitu:
“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat di tunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara yang menyelenggarakan pemerintah.
2). Fungsi Pajak
Mardiasmo (2016: 4) menjelaskan ada dua fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgeter)
Fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (cregulerend)
Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3). Pengelompokan Pajak
Mardiasmo (2016: 7) menjelaskan pajak dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
1. Menurut golongannya
a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.



14

2. Menurut sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan diri Wajib
Pajak. Berdasarkan atau berpangkal pada subjeknya.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib
Pajak. berpangkal pada objeknya.
3. Menurut lembaga pemungutnya
a . Pajak Pusat, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara dan dipungut oleh pemerintah pusat.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Pajak Daerah antara lain:
e Pajak Provinsi, contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
Pajak Kendaraan Bermotor
o Pajak Kota/kabupaten. Contoh : Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
4). Asas Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2016: 9) menjelaskan bahwa asas-asas pemungutan pajak
adalah sebagai berikut :
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak dalam

negeri.
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h. Asas sumber |
Negara berhak mengenai pajak. Atas penghasilan yang berasal dari
wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan
Dasar pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu Negara.

5) Teori-teori Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2016: 5) menjelaskan teori-teori yang mendukung
pemungutan pajak tersebut antara lain yaitu:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi harta benda, keselamatan jiwa, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak yang dibayar berdasarkan beban kepentingan,
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin tinggi
pajak yang harus dibayar.

3.Teori Daya Pikul
Pajak yang dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4.Teori Bakti
Dasar keadilan untuk memungut pajak ada pada hubungan rakyat dengan
negaranya sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban,
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5.Teori Asas Daya Beli
Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara. Negara Selanjutnya negara akan menyalurkan
ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

6) Tarif Pajak
Mardiasmo (2016: 11) menjelaskan ada empat macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya
nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besamya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif
Presentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi:
a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
b) Tarif progresif tetap-tetap : kenaikan persentasenya tetap
¢) Tarif progresif degresif ~ : kenaikan persentasenya semakin kecil

4, Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.
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7) Pajak Daerah
1, Definisi Pajak Daerah
Mardiasmo (2016: 14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang badan atau orang
pribadi bersifat memaksa menurut Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Jenis dan Objek Pajak Daerah
Pajak daerah menjadi 2 bagian, yaitu :
1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
¢, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan dan
e. Pajak Rokok.
2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah
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i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pcrdcsaan dan Perkotaan

k.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
a. Pengertian Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Susyanti (2015: 256) menjelaskan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan yang selanjutnya disebut Pajak. Perolehan hak atas tanah dan
bangunan adalah perbuatan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan.

Mardiasmo (2016: 414) menjelaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau
bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolahan, beserta bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertahanan
dan bangunan.

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

b. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah  No.01 Tahun 2011 pasal 4 dasar

pengenaan objek pajaknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan,
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yang tidak hanya berupa perolehan karena membeli tanah atau bangunan,
melainkan sangat luas yaitu meliputi:
a). Pemindahan Hak atas tanah atau tanah dan bangunan karena :
1. Jual Beli
2. Tukar-menukar
3. Hibah
4. Wasiat
5. Waris
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lainnya
7. Pemisahan yang mengakibatkan peralihan
8. Penunjukan pembeli dalam lelang
9. Pelaksanan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Penggabungan usaha
11. Peleburan usaha
12. Pemekaran usaha
13. Hadiah
b). Pemberian hak baru karena :
1. Kelanjutan pelepasan hak
2. Diluar pelepasan hak
¢). Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud adalah:
1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan

4. Hak pakai
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-

5, Hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. Hak pengelolaan

Mardiasmo (2016:416) menjelaskan dasar pengenaan pajak adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan sebesar harga transaksi, Nilai
pasar objek pajak, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang: dalam
hal penunjukan pembelian lelang, Nilai Jual Objek Pajak(NJOP PBB) apabila
besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan 3 tidak diketahui
atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
ditetapkan secara regional paling rendah Rp.60.000.000,00 , kecuali dalam hal
perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat ayng diterima orang pribadi
ayng masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunanlurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
secara regional paling rendah Rp. 300.000.000,00 besarnya NPOPTKP
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Zuraidah (2012: 82) menjelaskan tarif pengenaan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan ditetatpkan paling tinggi sebesar 5%. Besaran pokok
BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan

pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak :

Nilai Jual Objek Pajak : Rp. 65.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp. 60.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak :Rp. 5.000.000

Pajak Terutang = 5% x Rp.5.000.000 = Rp. 250.000
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¢. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah No.0l Tahun 2011 pasal 5 tarif pajak bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

d. Masa Pajak
Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak

yang terutang.

e. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Kota Palembang,
Walikota sebagai pejabat pembuat keputusan menentukan tanggal jatuh tempo
dan pembayaran dan penyetoran jumlah pajak yang terutang 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah tanggal terutang pajak. Dalam jangka waktu SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan. surat keputusan keberatan,
serta putusan banding, yang membuat besaran pajak yang harus dibayar
bertambah dan merupakan dasar penagihan pajak dilunasi dalam waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan. Wajib pajak berdasarkan surat permohonan
yang disetujui walikota dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Apabila wajib pajak
sampai batas wakiu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi jumlah

tagihan pajak yang terutang maka dapat ditagih dengan surat paksa.
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9) Pengelolaan Penerimaan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, menjelaskan bahwa penerimaan BPHTB berdasarkan pelaksanaan
pemungutan yang telah dilakukan dan laporan yang telah diterima oleh Dinas
Pendapatan daerah yaitu;
1. Pengurusan Akta pemindahan Hak atas tanah dan bangunan
Kewajiban mngurus Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai
peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian surat setoran pajak daerah (SSPD) BPHTB
Setiap pemabayaran BPHTB wajib diteliti oleh pihak pengelolah
penerimaan BPHTB.
3. Pengurangan BPHTB
Pengurangan BPHTB dapat diajukan oleh Wajib Pajak melalui surat
tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui disertai dokumen
pendukung yang diperlukan.
4. Penagihan BPHTB
Penagihan yang dilakukan untuk menagih BPHTB yang terutang yang
belum dibayar atau kurang bayar.
5. Pembayaran BPHTB
Melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang ytelah di isi dengan

lengkap dan benar
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6, Pelaporan BPHTB.
Memberikan informasi tentang rcalisasi penerimaan BPHTB scbagai
bagian dari Pendapatan Dacrah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Dacrah.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Misbahuddin dan Igbal (2013: 8) menjelaskan berdasarkan tingkat

eksplanasinya (tingkat penjelasan) penelitian dibedakan atas tiga jenis sebagai

berikut:

L,

Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini, variabel mandiri, baik satu variabel
atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel lain.

Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian vang dilakukan untuk
membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu
yang berbeda.

Penelitian Hubungan

Penelitian Hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk
menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan
dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan,
dan mengontrol suatu fenomena.

Berdasarkan dari pendekatan jenis data dan analisis maka penelitian yang

akan dilakukan menggunakan penelitian deskriptif. Karena jenis penelitian ini

Pembahasan yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengelolaan
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penerimaan Bea Perolehan Tlak atas Tanah dan Bangunan dari DISPENDA dalam
meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang,

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi

Sumatera Selatan kode pos. 30132

C. Operasional Variabel
Tabel I1L1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator
Pengelolaan | Proses penerimaan pajak BPHTB | 1. Pengurusan Akta
Penerimaan | yang berasal dari pelaksanaan pemindahan Hak
BPHTB pemungutan pajak BPHTB yang atas Tanah dan
sesuai Peraturan Daerah yang Bangunan
telah ditetapkan dan berlaku. 2. Penelitian SSPD
3. Pengurangan SSPD
4. Penagihan BPHTB
5. Pembayaran BPHTB
6. Pelaporan BPHTB

Sumber : Penulis, 2017

D. Data yang diperlukan
Misbahuddin dan Igbal (2013: 21) berdasarkan sumber pengambilannya,
data dibedakan menjadi dua macam yaitu:
1) Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

yang memerlukan.
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2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data laporan realisasi
penerimaan BPHTB, laporan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan laporan
Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB Kota Palembang dari bulan Januari-
Desember tahun 2012-2016. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia
dan diperoleh dari pihak lain, baik dari studi pustaka atau penelitian sebelumnya.
Sumber data tersebut yaitu Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Sugiyono (2014: 401-423) menjelaskan
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Observasi
Nasution (1988) menjelaskan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara / Interview
Esterberg (2002) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu,

3. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
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4. Trianggulasi
Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi dapat diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode teknik
wawancara dan dokumentasi. Dengan cara mengumpulkan data dari lembaga
terkait yaitu DISPENDA, mempelajari jurnal tentang peneriman bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan, melakukan wawancara, penelitian terdahulu, buku-
buku tentang BPHTB, mengamati laporan-laporan yang diperoleh dari lembaga
terkait yaitu data laporan target dan realisasi penerimaan BPHTB, laporan
realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah, laporan jumlah surat setoran pajak

7 daerah BPHTB dari bulan Januari-Desember tahun 2012-2016.

F. Analisa Data dan Teknik Analisis
1. Analisis Data
Misbahuddin dan Igbal (2013: 33) menjelaskan analisis data dalam
penelitian dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:
a). Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis yang
bersifat kuantitatif yaitu alat analisis yang menggunakan model-model,
seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistik, dan
ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian

dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu uraian.
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b). Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika,
model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis
data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada
pengecekan data dan tabulasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif. Melihat data jumlah SSPD BPHTB, target dan realisasi penerimaan
BPHTB Kota Palembang dengan menggunakan data berbentuk angka dan data
yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara
menguraikan proses pengelolaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan dimulai dari pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan,
penelitian SSPD BPHTB, pengurangan BPHTB, penagihan BPHTB, pembayaran

BPHTB, dan pelaporan BPHTB.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Instansi Pemerintahan
dengan bertujuan untuk mengumpulkan peneriman Pendapatan Asli Daerah yang
bersumber dari pemungutan iuran atas pajak daerah. retribusi daerah dan pajak
lainnya untuk pembangunan daerah.

Sebelum Tahun 1975, Bagian Pajak dan Retribusi di Daerah tingkat I dan
Tingkat II adalah urusan bagian biro keuangan Pemerintah Daerah masing —
masing . Hal ini mengacu pada Peraturan daerah tingkat II Palembang Nomor 9
tahun 1975 tanggal 11 November 1975 dan merupakan landasan terbentuknya
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas mengelola
segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah
dan pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak serta kewenangan Pemerintah
Kota Palembang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berlandaskan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 1980 maka terbentuklah
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang dengan struktur dan tata
kerja yang bersifat sama di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disempurnakan lagi
dengan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 1990 lalu Peraturan Daerah Nomor 67
tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
Perubahan diatas dilakukan karena adanya pertambahan penduduk dan usaha

menyempurnakan dan menyelesaikan struktur organisasi DISPENDA Kota
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Palembang. Namun Setelah dikcluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4]
tahun 2007 tentang organisasi perangkat dacrah, maka struktur organisasi dan tata
kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami
perubahan sesuai dengan Peraturan Dacrah Nomor 9 tahun 2008 tentang struktur
organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang,

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di wilayah kecamatan
Ilir Barat I, Jalan Merdeka No.21 Palembang dengan wilayah kerja terdiri dari 16
kecamatan dan 107 kelurahan.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah agar terwujudnya

pengelolaan daerah yang professional untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.
b. Misi

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan
pendapatan daerah.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah yang
sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance).

3. Menjalin kerja (Networking) dna koordinasi secara sinergis di bidang
pendapatan daerah.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah



31

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang
pendapatan, dimana dinas pendapatan daerah kota Palembang dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mepunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonstrasi dibidang pendapatan daerah, dalam
melaksanakan tugasnya dinas pendapatan daerah mempunyai tugasnya dinas
pendapatan daerah mempunya fungsi sebagai berikut:

1) Melaksanakan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh kepala
daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak daerah dan wajib pajak
retribusi daerah

3) Melakukan penetapan besar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak
daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya

5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan Pajak

Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang

dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Daerah

6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang
pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan asli daerah,

7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya




8) Melakukan urusan tata usaha

b. Susunan Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang
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Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2017
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¢. Tugas dan Fungsi
Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi:
a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan,
mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan
teknis serta program kerja,
b.Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan
pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
c.Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan
peningkatan pendapatan daerah
e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan
pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. pembagian unit pelaksanaan teknis dinas

2) Wakil Kepala Dinas
Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang

pendpaatan daerah, mempunyai fungsi:




a. Pengawasan kedalam

b. Pelaksanaan mewakili Kepala Dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat
¢. Penandatanganan naskah dinas yang ditempatkan oleh Kepala Dinas

d. Penandatanganan administrasi dibidang kepegawaian, keuangan dan

pembanguan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas

3) Bagian Ketata Usahaan
Bagian ketatausahaan mempunyai tugas untuk melakukan urusan
keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum, yang
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
b. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
¢. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
d. Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan
pengadaan

Bagian tata usaha terdiri dari :

1. Sub bagian umum
Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat kearsip dan
2. Sub bagian kepegawaian
Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
rencana kebutuhan, pengembangan, dan mutasi pegawai serta mengurus

pengelolaan administrasi kepegawaian.
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3., Sub bagian keuangan
Sub bagian keuangan mempunyai (ugas menyiapkan bahan pcnyusunan
anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat

pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

4). Sub dinas penagihan

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program
dibidang pendaptan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian,
pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.
Fungsi sub dinas program yaitu :
a) Menyusun rencana dan program kerja.
b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendaptana

daerah.
¢) Pengkajian dan pengembangan daerah.

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sub dinas program terdiri atas :

a) Seksi program dan penyuluhan
Seksi program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana
penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

b) Seksi pemantauan dan pengendalian




36

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan
pendapatan daerah.

c¢) Seksi evaluasi dan pelaporan
Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penelitian,
pengkajian dan pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah.

d) Seksi evaluasi dan pelaporan
Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi
mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan

daerah lainnya.

5). Sub dinas pendapatan dan penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan melaksanakan tugas pelaksanaan
pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi pendapatan dan
pemeriksaan.
Tugas sub dinas pendapatan dan penetapan :
a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
b) Melakukan pengelolaan dan informasi.
¢) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak retribusi
daerah,
6). Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :

a) Seksi pendataan dan pendaftaran
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Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas pendataan wajib pajak
retribusi daerah menetapkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta
melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek dan subjek pajak.
b) Seksi pengelolaan data dan informasi
Seksi pengelolaan data dan informas imempunyai tugas melakukan
pengelolaan data yang meliputi subjek pajak dan objek pajak, dan
pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta
pemungutan daerah lainnya.
c) Seksi penetapan
Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak,
penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.
d) Seksi pemeriksaan
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan
serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi
daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.
7).Sub dinas penagihan
Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan
verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah bukuan,
pertimbangan dan kerabatan.
Fungsi sub dinas penagihan yaitu sebagai berikut :
_a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan
atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah.
b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat

keterangan fisik.
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¢) Pembukuan piutang pendapatan daerah.

d) Retribusi, pemindah bukuan dan rckonsiliasi.

¢) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi dacrah dan pemungutan
daerah lainnya.

f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan

daerah lainnya.
Sub dinas penagihan terdiri dari :

a) Seksi penagihan dan perhitungan
Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan
pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai
dengan ketetapan yang berlaku.

b) Seksi retribusi dan pemindah bukuan
Seksi retribusi dan pemindah bukuan bertugas melaksanakan penyelesaian
retribusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

¢) Seksi pertimbangan dan keberatan
Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas penetapan perundang-
undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian

pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap pajak dan retribusi daerah.
8). Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas
penatausahaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN

dan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.
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Fungsi sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain yaitu:

a) Melaksanakan pifiatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan
lain-lain.

b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya
diluar pajak dan retribusi daerah.

¢) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain.

d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan
retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat

berharga.

9). Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri dari:

a) Seksi penerimaan pajak

Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
penerimaan pajak.

b) Seksi penerimaan retribusi
Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan
Penatausahaan penerimaan retribusi.

c¢) Seksi penerimaan lain-lain
Seksi penerimaan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta
menerima dan mencatat permohonan serta pendistribusian surat-surat

berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.




10). Sub dinas bagi hasil pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas, melaksanakan
penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak,
bagi hasil bukan pajak dan penyusunan perundang-undangan serta melakukan
pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan memiliki fungsi yaitu:

a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak

b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.

¢) Melakukan pemungutan bagi hasil pajak.

d) Melakukan penyusutan peraturan perundang-undangan dan pengkajian

pendapatan.
Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri atas:

1) Seksi bagi hasil pajak
Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas yaitu melaksanakan administrasi
dan perhitungan bagi hasil pajak.

2) Seksi bagi hasil bukan pajak
Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas yaitu melaksanakan
administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

3) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

mempunyai tugas yaitu, mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan
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perundang-undangan dibidang pendapatan daerah dan menghimpun
berbagai peraturan serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.
11). Cabang dinas
Cabang dinas memiliki fungsi yaitu:
a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
b) Melaksanakan unsur administrasi
12). Unit pelaksanaan teknis dinas
Unit pelaksanaan teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas disuatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam suatu daerah.
Tugas unit pelaksanaan teknis dinas yaitu:
a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
b) Pelaksanaan urusan administrasi.
13). Kelompok jabatan fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunya fungsi yaitu melakukan kegiatan
yaitu melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing-

masing.

B. Pembahasan
Pengelolaan penerimaan merupakan suatu proses pemungutan sebagai usaha

untuk mendapatkan

suatu pengelolaan penerimaan harus di perhatikan mengenai proses kerja yang
dari adanya pelaksanaan pemungutuan sehingga penerimaan dapat diterima secara

optimal. Berdasarkan Analisis bahwa pengelolaan penerimaan sangat diperlukan
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untuk meningkatkan penerimaan Pajak BPHTB, terutama bagi Pendapatan Pajak
Daerah di Kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, Pajak bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan tidak lagi dikelolah oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) melainkan sudah dikelolah sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah
ditetapkan sebagai unit kerja yang melakukan penelitian teknis dan penelitian
pemungutan dalam rangka penerimaan pajak BPHTB. Sebagai upaya dalam
memaksimalkan pendapatan pajak daerah dengan memanfaatkan seluruh proses
pemungutan yang telah di tetapkan di Kota Palembang. Pemerintah Kota
Palembang melakukan tahapan-tahapan pengelolaan penerimaan BPHTB sebagai
berikut :

1. Pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
Pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengurusan BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak
dalam pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak

atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Dalam tahap ini dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau dapat melalui
Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang mengurus pajak Bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang kepada Dinas Pendapatan
Daerah. Wajib pajak yang ingin mengurus membayar pajak atas pemindahan

hak atas tanah dan bangunannya mereka dapat mengurus sendiri atau dapat
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melalui PPAT dengan syarat Surat Kuasa yang diberikan wajib pajak(hasil
wawancara Bapak Eka Kepala KASI BPI{TB, 27 januvari 2017).

Dalam tahap ini DISPENDA akan menerima dan mengecek dokumen-
dokumen dari wajib pajak yang mengajukan permohonan BPHTB yang sesuai
dasar BPHTB yang diajukan oleh wajib pajak.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1).Wajib pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah
terjadi penyerahan hak atas tanah dan bangunan antara kedua belah pihak.
Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,

surat waris. dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya

juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
Wajib pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Pemindahan
Akta Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT atau DISPENDA.
Wajib pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta dilampiri
‘dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

2).PPAT atau DISPENDA lalu memeriksa kelengkapan dokumen
pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah

objek pajak kepada Kantor Bidang Pertanahan.



4),

5).

6).

Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan
pemeriksaan objek pajak.

PPAT atau DISPENDA kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak
dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kantor Pertanahan.

Wajib Pajak atau PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Daerah.

Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT atau
Wajib Pajak lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah yang ditetapkan oleh Walikota dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar,
dengan perincian sebagai berikut :

- Lembar 1: Untuk Wajib Pajak.

- Lembar 2: Untuk PPAT sebagai arsip.

-Lembar 3 :Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran

permohonan pendaftaran.

- Lembar 4 :Untuk Fungsi Pelayanan dan Informasi sebagai lampiran

permohonan penelitian SSPD BPHTB
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- Lembar 5 :Untuk Bank Persepsi sebagai arsip.
- Lembar 6 :Untuk Bank Persepsi sebagai laporan kepada Fungsi

Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan.
7). PPAT atau Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
dari Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan analisis menunjukan pada tahap ini dalam proses pengurusan
dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau dapat diwakilkan oleh PPAT
dengan syarat Surat Kuasa dari Wajib pajak. Dalam pengurusan telah memberikan
kemudahan kepada wajib pajak untuk mengurus pengajuan pajak BPHTBnya dan
akan menerbitkan SSPD BPHTB bagi wajib pajak yang telah menglengkapi
dokumennya.

2. Penelitian SSPD BPHTB

Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi
kelengkapan dokumen objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB, tahap ini dilakukan sebelum wajib pajak melakukan pembayaran
BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Dacrah BPHTB
melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi pelayanan verifikasi di Dinas
Pendapatan Daerah. Jika semua kelengkapan data objek pajak terpenuhi maka
Fungsi Pelayanan verifikasi akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Didalam mengisi SSPD wajib pajak diberi kepercayaan untuk menilai

atau menentukan nilai jumlah objek pajak BPHTBnya dengan dasar penilaian
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verifikasi, 1 februari 2017).

Langkah -langkah :

1)

2)

3)

3)

Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Wajib pajak mengisi Formulir

Permohonan Penelitan SSPD BPHTB dan menyiapkan dokumen

pendukung kepada Bagian Pelayanan dan Penelitian

Bagian Pelayanan dan Peneltian kemudiaan mengajukan permintaan data

terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD

BPHTB vyang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan

menyampaikan Formulir Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data,

Pembukuan dan Pelaporan.

Fungsi Pengolahan Data, pembukuan dan pelaporan :

1. menerima formulir pengajuan data dari fungsi pelayanan dan informasi

2. menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak

3. mencantumkan informasi objek pajak pada formulir pengajuan data

4. menyerahkan kembali data formulir pengajuan data kepada bagian
pelayanan

Bagian pelayanan dan penelitian kemudian memeriksa kelengkapan

dokumen yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung

SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari fungsi pengolahan data,

pembukuan dan pelaporan

Setelah semua kelengkapan dokumen objek pajak dalam SSPD BPHTB

dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka fungsi pelayanan
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dan informasi menandatangani SSPD BPHTB dan menyerahkan SSPD
BPHTB kepada wajib pajak
Sebelumnya di lakukannya verifikasi, wajib pajak yang mengajukan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTBnya dilakukan pengecekan apakah dokumen dengan
nilai BPHTBnya telah sesuai oleh DISPENDA Kota Palembang,.
Berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:
Berikut ini adalah daftar Tingkat Realisasi Penerimaan BPHTB di kota

Palembang tahun 2012-2016.

Tabel IV.1
Tingkat Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Palembang Tahun 2012-2016
Tahun Target (Rp) Realisasi
2012 68.000.000.000 08.933.258.455
2013 80.549.840.000 80.867.194.759
2014 86.000.000.000 132.727.606.144
2015 116.269.000.000 92.038.580.407
2016 90.000.000.000 92.405.857.197

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2017
Berikut ini adalah daftar Tingkat Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD) Penerimaan BPHTB di kota Palembang tahun 2012-2016.

Tabel IV.2
Tingkat Jumlah SSPD Penerimaan BPHTB di Kota Palembang Tahun 2012 -
2016
Tahun Jumlah SSPD
2012 7.416
2013 5917
2014 8.260
2015 8.804
2016 10.532

Sumber : DISPENDA Kota Palembang, 2017
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Dapat dilihat dari tabel 1V.1 dan TV.2 bahwa terjadi peningkatan pada
transaksi SSPD BPHTB tetapi penerimaan tidak mengalami peningkatan, Dan
Penelitian SSPD) BPHTB di DISPENDA Kota Palembang sudah dilaksanakan
tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan baik, yang menunjukan
kurangnya penelitian dan pemeriksaan oleh DISPENDA pada nilai jumlah SSPD
objek pajak BPHTB sehingga kurang optimalnya penerimaan BPHTB.

Berdasarkan analisis menunjukan bahwa untuk mewujudkan penerimaan
secara optimal maka DISPENDA Kota Palembang perlu cara meningkatkan
penelitian dan pemeriksaan lapangan pada objek SSPD BPHTB yang telah
diterima agar penerimaan dapat terealisasi dengan baik. Masalah yang terjadi
dalam wajib pajak menetapkan nilai jual objek pajak dan yang dilakukan oleh
wajib pajak sendiri, maka memungkinkan wajib pajak mengecilnya nilai pajak
dan bertindak curang menilai tidak sesuai dengan objeknya yang menyebabkan
tidak optimalnya penerimaan BPHTB.

3.Pengurangan BPHTB

Pengurangan BPHTB merupakan pengajuan pengurangan BPHTB terutang
dari Wajib Pajak dan diteliti yang dilakukan fungsi verifikasi dalam menetapkan
persetujuan atau penolakan atas pengurangan BPHTB terutang. Adapun dalam hal
ini Fungsi verifikasi menelah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan
dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan
kategori Wajib Pajak dengan disertai surat permohonan ditujukan kepada
Walikota melalui DISPENDA Kota Palembang yang berisi alasan pengurangan,

dan dokumen pendukung. Didalam pengurangan BPHTB wajib pajak diharuskan
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memiliki persyaratan yang lengkap untuk menentukan dasar nilai pengurangan
BPHTB terutangnya sebagai pengurangan nilai BPHTB sesuai dengan dokumen
yang ada (hasil wawancara bapak Armand staff verifikasi BPHTB, 1 Februari
2017)

Sebelum dilakukannya pengurangan BPHTB wajib pajak yang telah
membayar BPHTB terutangnya mengajukan permohonan pengurangan
BPHTBnya dengan syarat dokumen dan surai permohonan ditujukan kepada
Walikota melalui DISPENDA Kota Palembang yang berisi alasan pengurangan,
nilai BPHTB terutang dan nilai yang disanggupi.

a. Langkah-langkah:
1).Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan
Surat Ketetapan BPHTB.
2). Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.
3).Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak
dengan menyiapkan Formulir Pengajuan Data.
4).Fungsi Pelayanan mengirimkan Formulir Pengajuan Data kepada Fungsi
Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan.
5).Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan kemudian menarik
data terkait objek pajak dari Database Objck Pajak,
6).Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan mengisi Formulir
Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

7).Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan mengirimkan
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Formulir Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan Data

8).Fungsi Pelayanan dan Informasi menelaah dan memeriksa pengajuan
pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima,
Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan
yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dan kategori dalam
pengurangan BPHTB

9).Fungsi Pelayanan dan Informasi menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan:
a.Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang

ditolak) atau
b.Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui)
10).Fungsi Pelayanan dan Informasi mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan
11).Fungsi Pelayanan dan Informasi mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan
Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.
12).Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB
b. Dokumen pendukung
Dokumen pendukung wajib pajak dalam proses mengajukan permohonan
pengurangan BPHTB adalah:

1) Surat tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan
Daerah, yang berisi alasan pengurangan, nilai BPHTB terhutang dan nilai
yang disanggupi.

2) Formulir SSPD BPHTB rangkap 6 yang telah diisi secara lengkap dan

benar
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3) Fotokopi SPPT PBB ditsertai bukti pembayaran untuk tahun terutangnya
BPHTB
4) Fotokopi sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan, hak milik atas
satuan rumah susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan
5) Fotokopi KTP, SIM, Paspor, KK, Akta Kelahiran, atau identitas lain yang
Dipersamakan
6) Surat keterangan camat atau surat keterangan instansi lain yang terkait
7) Surat Kuasa (apabila dikuasakan) dengan menggunakan Materai Rp.
6.000,-
8) Fotokopi identitas orang yang dikuasakan
9) Fotokopi akta penggabungan usaha/akta PPAT untuk penggabungan usaha
yang didahului dengan mengadakan likuidasi keputusan BPPN atau bukti
bahwa telah disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan
atau utang usaha
10) Fotokopi akta penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha
11) Fotokopi surat persetujuan atau surat izin penggabungan usaha atau
peleburan usaha dari pejabat yang berwenang
12).Fotokopi surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar atau
surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dalam hal terjadi
perubahan anggaran dasar setelah penggabungan usaha atau peleburan
usaha
13).Dokumen pendukung lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan

peraturan yang berlaku.
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Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa penerimaan BPHTB perlunya
perhatiaan dalam proses pengurangan BPHTB, perlunya DISPENDA untuk
meningkatkan pekerja untuk memeriksa dan mensurvei dokumen yang menjadi
dasar pengurangan BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak. Adanya proses
dalam pengurangan BPHTB secara baik dan tepat maka DISPENDA Kota
Palembang perlu memaksimalkan meningkatkan dibidang pemeriksaan dokumen-
dokumen pengurangan BPHTB. Agar penerimaan dapat terealisasi dengan baik
dan sesuai. Masalah yang terjadi dalam menetapkan nilai pengurangan BPHTB
yang dilakukan oleh wajib pajak adalah kurangnya pada Dinas Pendapatan daerah
Kota Palembang belum meningkatkan pemeriksaaan maksimal dan observasi
secara langsung pada dokumen pendukung nilai pengurangan BPHTB yang
diberikan oleh wajib pajak.

4, Penagihan BPHTB

Penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang
dilakukan oleh Fungsi Penagihan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang
yang disebabkan karena BPHTB terutang menmurut SSPD BPHTB, belum
dibayar, kurang dibayar, salah tulis, Salah hitung, dan kena bunga denda.
Penetapan Surat Pemberitahvan BPHTB terutang merupakan proses yang
dilakukan dalam menindaklanjuti BPHTB yang masih tertunggak dan belum
dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sejak diisi.

Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB Kurang
Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan

penagihan dalam menindaklanjuti BPHTB yang masih kurang dibayar atas
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Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak dibayar oleh wajib pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
diterbitkan olen Fungsi Pclayanan. Dalam hal penagihan DISPENDA Kota
Palembang telah menerbitkan Surat Tagihan kepada wajib pajak yang belum
membayar/kurang bayar tetapi sedikit wajib pajak yang langsung membayar
pajaknya (hasil wawancara bapak Yandi staff penagihan, 27 Januari 2017)
Apabila wajib pajak tersebut belum melakukan kewajiban perpajakanya
maka pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukannya dengan cara melakukan
penagihan. Adapun dalam penagihan pajak oleh DISPENDA meliputi sebagai
berikut:
1). Penetapan STPD BPHTB
2). Penetapan Surat Pemberitahuan BPHTB terutang

3). Penetapan SKPDKB BPHTB/ SKPDKBT BPHTB

4). Penerbitan Surat Teguran

Adapun kendala-kendala dalam penagihan pajak tersebut adalah:

1) Wajib pajak sering melakukan penghindaran, bahkan Dinas Pendapatan
Daerah mesti harus mengeluarkan surat paksa bagi wajib pajak yang
mengindar penagihan.

2) Kurang tingkat kesadaran wajib pajak untuk langsung membayar BPHTB
secara setelah dilakukannya verifikasi SSPD BPHTB.

3) Wajib pajak tersebut tidak mau membayar karena tarif pajak BPHTB yang

dikenakan dinilai relatif tinggi sehingga jumlah nominal pajak terhutang yang
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harus dibayarkan dulum jumlah besar dan wajib pujak harus membayar biaya
notaris dan lain-lain untuk mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Berdasarkan hasil analisis menunjukan kurangnya kesadaran wajib pajak
untuk membayar pajak BPHTBnya dikarenakan wajib pajak dalam menilai dan
menghitung BPHTBnya tidak sesuai dan adanya wajib pajak yang belum
membayar BPHTBnya secara langsung, adanya dari kendala diatas banyak wajib
pajak yang belum dan kurang bayar sehingga transaksi meningkat tetapi
penerimaan tidak mengalami peningkatan. Maka perlu itu pihak DISPENDA
Kota Palembang lebih meningkatkan fungsi penagihan bagi wajib pajak yang

belum dan kurang bayar agar penerimaan dan transaksi dapat optimal.

5. Pembayaran BPHTB

Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB
terutang. Adapun sebelum membayaran BPHTB wajib pajak diperbolehkan
membayar BPHTBnya apabila telah melewati proses pemeriksaan dokumen dan
penandatanganan SSPD BPHTB telah diverifikasi oleh bagian penelitian SSPD
pihak DISPENDA, setelah itu wajib pajak dapat membayarkan BPHTBnya (hasil
wawancara Bapak Armand, 27 januari 2017). Dalam tahap ini Wajib Pajak
melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah
melalui Bank.

Langkah-langkah :
1).Berdasarkan tahap-tahap sebelumnya, wajib pajak akan menerima Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat
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Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melakukan pembayaran atau penyeloran pajak yang terutang ke Kas Dacrah

atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk

melaporkan data perolechan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat

Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, sebagai berikut:

Lembar 1
Lembar 2

Lembar 3

Lembar 4
Lembar 5

Lembar 6

: Untuk Wajib Pajak
: Untuk PPAT sebagai arsip

: Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan

pendaftaran akta

: Untuk Fungsl Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan
: Untuk Bank Persepsi sebagai arsip

: Untuk Bank Persepsi sebagai laporan kepada Fungsi

Pelayanan dan informasi

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT

menandatangani SSPD BPHTB tersebut

2).Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank, kemudian

membayarkan BPHTB terutang melalui Bank.

3).Bank kemudian memasukkan kelengkapan pengisian SSPD BPHTB yang

telah di verifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan mengembalikan bagi

SSPD BPHTB yang belum diverifikasi.

4).Bank menandatangani SSPD BPHTB dan menyimpan Lembar 5 dan 6

sebagai arsip, sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Setelah dilakukannya pembayaran wajib pajak dapat menunjukan bukti

pembayarannya yang telah di sahkan oleh Bank ke PPAT dan DISPENDA agar
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dapat dicatat dan diproses untuk selanjutnya sebagai bukti bahwa wajib pajak
telah mengurus dan membayar pajak BPHTB terutangnya. Pihak bank akan
menandatangani SSPD BPHTB dan menyimpan lembar 5 dan 6 sebagai arsip,
sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa dalam proses melakukan
pembayaran BPHTB secara optimal pihak DISPENDA Kota Palembang dapat di
katakan sudah sangat baik dan memadai. Karena DISPENDA Kota Palembang
sudah bekerja sama dengan bank dan PPAT bagi wajib pajak yang ingin
membayarkan BPHTBnya. Dan dapat dilihat bahwa Pihak DISPENDA Kota
Palembang telah berkerja sama dan menyiapkan sarana dan prasarana Bank
Sumsel Babel di dalam Kantor DISPENDA Kota Palembang bagi wajib pajak
yang ingin langsung membayar BPHTBnya. Sehingga memudahkan wajib pajak
membayar BPHTB terutang mereka dan meminimalisir wajib pajak telat
membayar pajak.

. Pelaporan BPHTB

Pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank dalam
melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Tahap ini juga
meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas
sctiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan dan Bank atas penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke
rekening penerimaan kas daerah. Didalam pelaporan BPHTB pihak DISPENDA
telah menerima semua laporan SSPD BPHTB dari bank persepsi dan laporan
penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan dari PPAT tentang

wajib pajak BPHTB. dan telah menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan (hasil
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wawancara Ibu vivi staff penerimaan, 27 januari 2017)

Adapun pihok-pihak terkait dalam Dispenda Kota Palembang melakukan

penyusunan laporan realisasi penerimaan BPHTB yaitu dari :

a.

Bank Persepsi

Merupakan pihak yang menerima Pembayaran BPHTB dari Wajib

Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas

daerah. Bank Persepsi berwenang dan bertugas untuk:

- Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

- Menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara

- Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening
Penerimaan kas daerah dan

- Menyiapkan Register SSPD BPHTB.

Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- Menerima Nota Kredit dari Bank Persepsi atas setiap pembayaran
BPHTB dan Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah

- Mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan

Penyetoran.

c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam tahap ini PPAT

berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta
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Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

d. Fungsi Pengolahan data, Pembukuan dan Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi
PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank Persepsi
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam tahap ini Fungsi Pengolahan
Data, Pembukuan, dan Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:
- Menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank Persepsi
- Menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan

Bangunan dari PPAT

- Menyiapkan Laporan Realisasi PAD,

Setelah adanya penerimaan yang berasal dari pelaksanaan pemungutan
selanjutnya DISPENDA melakukan pelaporan penerimaan pendapatan. Pelaporan
mutlak dilakukan sebagai alat unfuk menilai prestasi pada pelaksanaan
pemunggutan yang telah dilakukan. Sebagai alat penilaian prestasi dari
pelaksanaan pemungutan dilihat dari besar kecilnya penerimaan antara realisasi
dan jumlah SSPD BPHTB yang diterima. Semakin meningkatnya realisasi yang di
terima maka semakin baik kinerja dan pelaksanaan pemungutan yang telah
dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa pelaporan BPHTB dapat
dikatakan sudah sangat baik. Karena dalam pelaporan BPHTB pihak DISPENDA
telah membandingkan antara hasil transaksi yang diberikan oleh Bank dan PPAT
dengan realisasi yang diterima oleh DISPENDA Kota Palembang yang digunakan
untuk penyusunan laporan realisasi peneriman. Berdasarkan hasil dan laporan

realisasi dijadikan dasar atau acuan untuk pelaksanaan penerimaan dalam
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meningkatkan dan memperbaiki kinerja pada periode pelaporan berikutnya agar
kesalahan atau penyimpangan tidak terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tiara,
dkk (2014) dan Desi, dkk (2016) bahwa proses pengelolaan penerimaan Pajak
belum berjalan dengan baik, perlunya koordinasi antara pemerintah dengan pihak-
pihak terkait. Kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dari
wajib pajak dan belum dilakukannya pengecekan lapangan pada setiap objek
pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Aesen, dkk (2015) bahwa penerimaan BPHTB telah
terlaksana dengan baik berdasarkan pemungutan BPHTB yang telah berjalan
tetapi hanya ada satu prosedur yang tidak sesuai yaitu prosedur pembayaran

namun dilihat dari penerimaan berfluktuasi sudah mencapai 100% bahkan lebih.
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SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Pengelolaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dilihat dari tahun 2012

sampai dengan 2016 belum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat di lihat dari:

1)

2)

3)

4)

Pengurusan akta peralihan hak atas tanah dan bangunan

Dalam pelaksanaan tugasnya masih belum ada pengukuran nilai jual objek
pajak sehingga hanya melihat dari harga pasaran daerah tersebut. Wajib Pajak
diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri berapa nilai jual objek pajaknya.
Penelitian BPHTB

Perlunya penelitiaan secara detail karena masih banyak wajib pajak yang
menilai nilai jual objek pajak BPHTBnya tidak sesuai dengan objek pajak
yang mereka peroleh. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan BPHTB Kota
Palembang yang diterima.

Pengurangan BPHTB

Didalam pengurangan perlu dilakukan penelitian dokumen pendukung bagi
wajib pajak yang ingin mengajukan pengurangan BPHTB.

Penagihan BPHTB

Kurangnya fungsi penagihan dalam menagih wajib pajak yang belum
membayar atau kurang bayar dan tidak didukungnya dengan kesadaran dari

Wajib Pajak.

60
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5) Pembayaran BPHTB
Didalam pembayaran BPHTB DISPENDA Kota Palembang telah bekerja
sama dan menyiapkan sarana Bank Sumsel Babel didalam Kantor
DISPENDA, tetapi perlunya DISPENDA bekerja sama dengan pihak Bank
lain agar lebih memudahkan wajib pajak.

6) Pelaporan BPHTB
Pelaporan yang dilakukan DISPENDA Kota Palembang yaiu pembuatan
laporan realisasi penerimaan BPHTB melalui semua SSPD BPHTB yang
diterima.

B. SARAN
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian penulis mempunyai saran yang
mungkin bermanfaat untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai

berikut:

1). Koordinasi antara PPAT dan DISPENDA dalam pelaksanaan tugasnya belum
berjalan dengan baik, perlunya cara menghitung dan menilai BPHTB terutang
wajib pajak dan observasi lapangan terhadap objek pajak yang dikenakan
BPHTB. Dalam hal ini perlunya peningkatan penelitian dan pemeriksaan oleh
pihak DISPENDA terhadap SSPD BPHTB yang akan diproses agar
penerimaan BPHTB yang diterima oleh DISPENDA Kota Palembang sesuai
dengan objek pajak BPHTB yang dilaporkan oleh wajib pajak.

2).Pemberian sanksi dan penagihan bagi wajib pajak yang belum membayar atau
kurang bayar hendaknya dioptimalkan, dengan cara lebih meningkatan fungsi
penagihan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar

peraturan tersebut
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T ' REALISASI PENERIMAAN BPHTB 2 )
SEKTOR APBD TARGET APBD y ‘ PERSENTASE
L JML SSPD S/D BULAN LALU IML SSPD BULAN INI- JMLSSPD | - S/D BULAN INI
BPHTB Rp 63.000.000.000,00 6926 Rp 87.075.496.762,00 | . 490 Rp 11.857.761.693,00 7416 Rp 98.933.258.455,00 157,04%
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DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN BPHTB KOTA PALEMBANG

BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN :2013
REALISASI PENERIMAAN BPHTB = A
SEKTOR APBD TARGET APBD : PERSENTASE
JUMLAH SSPD |  S/D BULAN LALU JMLSSPD BULAN INI JUMLAH SSPD | S/D BULAN INI
BPHTB Rp 80,549,840,000 5557 Rp 70,376,520,317 360 Rp  10,490,674,442 5917 Rp 80,867,194,759 | 100.39%

Palembang, 31 Desembeg2013

EPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

IP. 196308151993081001
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LAPORAN BULANAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN BPHTB KOTA PALEMBANG

BULAN
TAHUN ANGGARAN

: DESEMBER
: 2014

REALISASI PENERIMAAN BPHTB

SEKTOR APBD TARGET APBD JUMLAH H PERSENTASE
: S/D BULAN LALU AhEAN BULAN INI (NN S/D BULAN INI
SSPD SSPD SSPD
_BPHTB | Rp_86.000.000.000 | 7422 [Rp 99.657.014.975 | 838 | Rp 33.070.589.169 | 8260 ~ | Rp 132.727.608.144 | 154,33%

Pembina Tingkat |
P. 196308151993081001

99




LAPORAN BULANAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN BPHTB KOTA PALEMBANG

' BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN  :2015
REALISASI PENERIMAAN BPHTB
SEKTOR APBD TARGET APBD JUMLAH JUMLAH JUMLAH PERSENTASE
BULAN INI S/D BULAN INI
SSPD 3/B BULAN LAYy SSPD o SSPD /
BPHTB ] Rp 116.269.000.000 7976 Rp 78.909.029.841 828 Rp 13.129.550.566 8804 Rp 92.038.580.407 79,16%

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB,

X
— > L Nt

HERMANSYAH, SE, M.Sc
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 19681205 199503 1 002

PALEMBANG, 06 JANUARI 2015

KEPALA SEKSI BPHTB,

i

AGUNG N AHA, S.IP
PENATA
NIP. 19880614 200701 1 003

L9
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